
UPATI MINAHA'A U'TARA 

PROVINSI SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA 

NOMOR Z TAHUN 2023 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MINAHASA UTARA, 

Menimbang: 

Mengingat: 

a. bahwa unit pelaksana teknis daerah mempunyai fungsi 
sebagai penyelcnggara penyuluhan pertanian dan ·sebagai 
tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku 
utama, pelaku usaha, serta sebagai koordinasi 
pembangunan pertanian dan sinkronisasi pertanian di 
kecamatan; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Minahasa Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Nornor 9 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 
5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara, rnaka 

perlu menetapkan Pera tu ran Bupati ten tang 

Pernbentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai 

Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian; 

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi 

Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4343);y 
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2. Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentnng Sistem 

Penyuluhun Pertnninn, Periknnnn, dan Kchutanan 

(Lembarnn Negara Republik Indonesin Tahun 2006 Nomor 

o2, 'Tambahnn Lembnrmn Negara Republik Indonesia 

Nomor 4600); 

• Undang-Un«dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintnhun Daernh ncbaaimnana tclah diubah 

beberapa knli tcrakhir denan Pcraturan Pcmcrintah 

Peng@anti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Ciptn Kerja (Lembaran Ncpara Rcpublik Indoncsia Nomor 

238, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 

Nomor 684 1); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018); 
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Minahasa Utara sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Minahasa Utara (Lembaran Daerah 

Kabupaten Minahasa Utara Nomor 9 Tahun 2022); 

MEMUTUSKAN: 

lenetapkan: PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALA! 

PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN.y- 
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HAIHI 

KETENTUAN UMUM 

Pasnl 1 

Dalam Peraturan Bupnti ini yang dimnksud dcnpnn: 
I. Dinns ndalah Dinns Pertnninn Knbupatcn Minahasa 

Utara. 
2. Kepala Dinas adalah Kcpala Dinns Pertanian Kabupatcn 

Minahasa Utara. 
3. Bidang Penyuluhan adalah bagian struktural dalam 

Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara yang 
bertugas melaksanakan penyusunan kebijakan, 
programa, dan pelaksanaan penyuluhan pertanian. 

4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya 

disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang tertentu pada Dinas atau badan daerah. 
5. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat 

BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang 

mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian 

pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja 

nonstruktural dengan wilayah kerja 1 (satu) atau 

beberapa kecamatan. 

6. Kepala UPTD BPP yang selanjutnya disebut Kepala 

UPTD adalah bagian dari tenaga fungsional penyuluh 

pertanian. 

7. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi 

pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan 

mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya 

dalam mengakses informasi pasar, teknologi, 

permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya 

untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, 

pendapatan, dan kesejahteraannya, serta 

meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi 

lingkungan hidup,/ 
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8. Penyuluh Pertnninn Aparatur Sipil Negara yang 
sclanjutnya discbut Penyuluh Pertaninn ASN adalah 
Penyuluh Pertnninn yang beranal dari pcgawai ncgeri 
sipil yang diberi tugas, tangyung juwab, wcwenang, dan 
hak secara penuh olch pcjabat yang bcrwcnang pada 
satuan organisasi linkup pertuninn untuk mclakukan 
kegiatan Penyuluhan Pertaninn dan dari pegawai 
pemerintah dengan perjanjinn kcrja pcnyuluh pcrtanian 
yang memenuhi persyaratan tertcntu, yang diangkat 
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 
tcrtentu dalam rangka melaksanakan tugas 
pemerintahan. 

9. Tenaga Harian Lepas atau Tenaga Bantu Penyuluh 
Pertanian yang selanjutnya disebut THL-TB Penyuluh 
Pertanian adalah tenaga bantu penyuluh pertanian 
yang direkrut oleh kementerian pertanian dan 

pemerintah provinsi selama kurun waktu tertentu dan 
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan 
Penyuluhan Pertanian. 

10. Fungsional Penyuluh Pertanian adalah jabatan yang 

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak secara pen uh untuk 

menyelenggarakan dan/ atau melaksanakan kegiatan 

teknis fungsional penyuluhan pertanian. 

11. Pos Penyuluhan Desa yang selanjutnya disingkat 

Posluhdes adalah unit kerja nonstruktural yang 

dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pclaku 

utama sebagai tempat pertemuan para penyuluh, 

pelaku utama, dan pelaku usaha dalam rangka 

berdiskusi, merencanakan, melaksanakan, dan 

memantau kegiatan penyuluhan/ 
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'EMENTUKAN 

Pannl 2 

(I) Dengan Peraturan Iupnti ini dibcntuk UTD PP pada 
Dinan Pertnninn. 

(2) UPTD BPP cbagaimann dimnknud padn nyat (1) 

merupaknn lembngn nonstruktural yang dikcpalai olch 

Fungsional Penyuluh Pertnninn. 

BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 3 
UPTD BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
berkedudukan sebagai berikut: 
a. UPTD BPP kalawat, berkedudukan di kecamatan 

kalawat dengan wilayah kerja kecamatan kalawat; 
b. UPTD BPP airmadidi, berkedudukan di kecamatan 

airmadidi dengan wilayah kerja kecamatan airmadidi; 
c. UPTD BPP kauditan, berkedudukan di kecamatan 

kauditan dengan wilayah kerja kecamatan kauditan; 
d. UPTD BPP kema, berkedudukan di kecamatan kema 

dengan wilayah kerja kecamatan kema; 
e. UPTD BPP talawaan, berkedudukan di kecamatan 

talawaan dengan wilayah kerja kecamatan talawaan; 

f. UPTD BPP dimembe, berkedudukan di kccamatan 

dimembe dengan wilayah kerja kecamatan dimembe; 

g. UPTD BPP wori, berkedudukan di kecamatan wori 

dengan wilayah kerja kecamatan wori; 

h. UPTD BPP likupang selatan, berkedudukan di 

kecamatan likupang Selatan dengan wilayah kerja 
kecamatan likupang Selatan;/ 
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i. UP'TD BP ikupang timur, berkeduduknn di kccamntan 

likupang timur dengan wilayah kerja kecamatnn 
hikupang timur; dan 

j. UPTD BPP Iikupang barat, berkedudukan di kecamatan 

likupang barat dcngan wilayah kcrja kcamatan 

hikupang barat. 

Bagian Kcdua 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 4 
() UPTD BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(1) memiliki tugas sebagai berikut: 
a. menyusun programa Penyuluhan Pertanian 

kecamatan sejalan dengan programa Penyuluhan 
Pertanian kabupaten; 

b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan 
programa Penyuluhan Pertanian; 

c. menyediakan dan menyebarkan informasi 

teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan 

pasar; 
d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan 

kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha; 

e. memfasili tasi peningkatan kapasitas Penyuluh 
Pertanian ASN/ pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja, THL-TB Penyuluh Pertanian, 

Penyuluh Pertanian swadaya dan Penyuluh 

Pertanian swasta melalui proses pembelajaran 

secara berkelanjutan; 

f. melaksanakan proses pembelajaran melalui 

percontohan pengembangan model usaha tani bagi 

pelaku utarna dan pelaku usaha; 

g. memfasilitasi pengembangan kelembagaan 

Penyuluhan Pertanian swadaya di desa dan 

kelurahan;y- 
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h. menpembnnpkun metole penyuluhan pcrtaninn 
sesuni denan knrakterintik dacrnh dnn kcarifan 
loknl; dun 

i. melaksnnnknn turns-tuns lain yang diberikan 
olch Kepaln Dinas scsuni bidang tugasnya. 

(2) UPTD B3PP memiliki funpsi scbani penyclengara 
Penyuluhan Pertanian dan sebagai tcmpat pertcmuan 

para Penyuluh Pertanian, pclaku utama, pclaku usaha, 
serta sebagai pos simpul koordinasi pembangunan 

pcrtanian bcrbasis kawasan. 

Pasal 5 

(1) Peran UPTD BPP sebagai lembaga Penyuluhan 
Pertanian ditingkat kecamatan adalah pusat koordinasi 

dan sinkronisasi pembangunan pertanian. 
(2) UPTD BPP digunakan sebagai wadah koordinasi dan 

sinkronisasi setiap pelaksanaan pembangunan 

pertanian di kecamatan yang dilaksanakan oleh 

Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian 

swadaya, Penyuluh Pertanian swasta, widyaswara, 

akademisi, peneliti, tenaga teknis bidang pertanian, 

carnal, hukum tua/lurah di wilayah kcrja UPTD BPP 

dengan koordinasi Dinas. 

(3) Pusat pembelajaran pertanian UPTD BPP berperan 

dalam proses pembelajaran dalam bentuk antara lain 

sekolah lapang, Demontrasi Plot (Demplot), Demontrasi 

Fann (Demfarrn), Demontrasi Area (Demarea), 

Demonstrasi Unit (Demunit) atau kaji terap bagi pelaku 

utama, pelaku usaha, widyaswara, akademisi, peneliti 

dalam mendukung pengembangan 

penangkar/produsen benih, pemanfaatan Alat Mesin 

Pertanian (Alsintan), regenerasi petani, serta 

pengembangan usaha tani berorientasi ekonomi, 

dan/atau spesifik lokalitas di lahan BPP atau lahan 
pelaku utama./- 
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(I) Pusnt konnultuni agrobinnin UP'TD PP berperan mcbapni 
tempat konnultnni ugrobinnin dnn mnnnjemen usahn 
tani pelaku utnmn dun pelaku unnhn denpan 
melibntknn inntnnni/lembnyn lain, praktini dnn 
volunteer pembnnpunan pertnninn chagai naranumnbcr. 

(5) Pusnt pengembanyan kemitrnnn unnhn pertaninn UTD 
BPP berperan scbngui pusat pengembangnn kemitrnan 
usahn antara pelaku utnmn dan pelaku unaha sccara 
regular dun/atnu pudn pclaksnnunn Farm Field Day 

(FFD) dengan melibatkan sumber permodalan (bank, 
asuransi), badan urusan logistik, dinas yang 

membidangi koperasi dan usaha kecil menengah, dinas 

yang membidangi perdagangan, eksportir, dinas yang 

membidangi penanaman modal clan pclayanan lcrpadu 

satu pintu, clan instansi lainnya. 
(6) Pusat data clan informasi pertanian BPP berperan dalam 

pengumpulan, pengolahan, penyajian data clan 
informasi potensi sumber daya alam, sumber daya 

manusia, sumber daya sosial clan ekonomi di 

wilayahnya. 

BAB IV 

ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 

Pasal 6 

(1) Susunan organisasi UPTD BPP, terdiri atas: 

a. Kepala UPTD; 

b. Penyuluh Pertanian lapangan; 

c. Penyuluh Pertanian urusan programa; 

d. Penyuluh Pertanian urusan sumber daya; dan 

e. Penyuluh Pertanian urusan supervisi. 

(2) Ketentuan mengenai struktur organisasi UPTD BPP 

scbagaimana dimaksud pada ayat (1), tcrcantum dalamp,- 
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Lampiran yang merupaknn bpinn tidnk terpinahknn 
dai Peraturan Iupnti ini. 

aginn Kedun 
Tugnn Unnur Orgnninnni 

Paragraf I 
Kepala UPTD 

Pasal 7 
(1) Kepala UPTD scbagaimnna dimnksud dalam Pasal 6 

ayat (I) huruf n adalah pcjabat Fungsional Pcnyuluh 
Pertanian yang dibcri tugas tambahan scbagai Kcpala 
UPTD mcrnpunyai tugas: 
a. mengoordinir penyusunan programa Penyuluhan 

Pertanian di tingkat kecamatan yang selaras 
dengan programa Penyuluhan Pertanian 
kabupaten; 

b. mengoordinir dan melaksanakan penyuluhan 
berdasarkan programa BPP; 

c. mengoordinir penyediaan dan penyebaran 
informasi teknologi, sarana produksi, pernbiayaan 

dan pasar; 
d. mengoordinir fasilitasi pengembangan 

kelernbagaan dan kemitraan pelaku utama dan 

pelaku usaha pada tingkat kecamatan/gabungan 

kelornpok tani; 
e. mengoordinir fasilitasi peningkatan kapasitas 

Penyuluh Pertanian ASN, Penyuluh Pertanian 

dengan perjanjian kerja, Penyuluh Pertanian 

swadaya dan Penyuluh Pertanian swasta melalui 

proses pembelajaran secara berkelanjutan; 

f. mengoordinir dan melaksanakan proses 

pembelajaran sesuai dengan metode Penyuluhan 

Pertanian; 

g. mengoordinir dan melaksanakan pembinaan, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyuluhan 

Pertanian;p> 
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h. melalnnnnknn Injunynn dan upervini 

kcpcmimpinan kemampuan I. 

penyelengynrann Penyuluhnn Pertnninn trrhdnp 
Penyuluh Pertnninn di wilnynh kerjnnya; 

i. mengoordinir dnn melnknnnnlnn pertemunn di 

UPTD BPP 1 (ntu) mingpu nwknli; 

j. memfnsilitnni pronen pembelnjnrnn pclaku utnmn 

dan pelaku unnhu; 

k. mengupayaknn kemudnhnn nknen pelnku utnmn 

dan pelnku usnhn ke sumber informnni, tcknoloi 
dan sumber daya lainnya untuk mencmbanpkan 

usnhanya; 

meningkatkan 
manajerial; 

m. membantu menganaJisis dan mcmecahkan 
masalah serta merespon peluang dan tantangan 
yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha 
dalam mengelola usahanya; dan 

n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh 
Kepala Dinas. 

Paragraf 2 
Penyuluh Pertanian Lapangan 

Pasal 8 
Penyuluh Pertanian lapangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah semua Penyuluh Pertanian 
lapangan yang ada di UPTD BP mempunyai tugas sebagai 
berikut: 

a. menyusun programa Penyuluhan Pertanian 

desa/kelurahan di wilayah kerjanya bersama tim yang 

terintegrasi dengan programa Penyuluhan Pertanian 

kecamatan yang meliputi: 

1. identifikasi potensi wilayah, meliputi sumber daya 

alam, sumber daya buatan, sumber daya manusia, 

sumber daya sosial dan ekonomi;/ 
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2. inventnrisnni mnsnlnh, meliputi mnnalnh perilaku 
dan munnlah nonperilnku yang dihndapi olch 
pelaku utmnn dun pelnku unnhn; 

3. menyunun knln prioritnn penpembnnynn usaha 

yang meliputi unnhn kccil dnn unahn mcncnpah; 
1. pemetnnn komoditns unnhn nrobisnis ungrulan; 

dun 
5. mcnyusun rencnnn kcbutuhnn administrasi, 

snrnnn dnn prusnrant. 
b. menyelenggarakan penyuluhan pcrtanian kc kclompok 

tani, kelompok wanita tani, gabungan kclompok tani di 
wilayah binaannya melalui sistem kerja latihan dan 

kunjungan, meliputi: 
1. pembelajaran usaha tani (on farm dan off farm) dan 

mengusahakan kemudahan (sarana produksi, 
akses permodalan dan akses pemasaran) bagi 
pelaku utama dan pelaku usaha; 

2. penyediaan materi pembelajaran melalui media 

cetak, elektronik (media sosial, media online) dan 

model spesifik lokal penyuluhan pertanian; dan 

3. penerapan metode penyuluhan sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi pelaku utama dan pelaku 

usaha; 

c. memfasilitasi layanan informasi dan konsultasi bagi 

pelaku utama dan pelaku usaha, meliputi: 

1. informasi teknologi (teknologi budidaya, 

pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil 

serta manajemen usaha tani); 

2. informasi sarana produksi (ketersediaan, 

keberadaan, jumlah dan mutu, bibit/benih, 

pupuk, obat-obatan, modal usaha, Alsintan); 

3. informasi pembiayaan (satuan biaya usaha tani, 

sumber pembiayaan, akses pembiayaan); 

4. informasi pasar (harga komoditas, permintaan 

komoditas, sumber produksi, tujuan pasar);y 
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5, informnni mnnnjemen unnhn tnni (kepemimpinan, 
kewirausnhunn, pengembanpan kelembapaan 
petani, kelompok ekonomi pertnninn dan nnpck 
hukum); dan 

6. informnsi kcbijnkan (penpaturan pola produksi, 
pengunann produk, surnnn produksi/tcknologi/ 
sumber duya uir, pnsnr, pclestarinn 
lingkungan, kclestnarinn sumbcr daya 

fungi 
alam, 

programa strategis pembangunan pertanian); 
d. melakukan pemberdayaan dan pcnguatan kclcmbagaan 

petani meliputi: 
l. mengidentifikasi kelembagaan petani di wilayah 

binaan Penyuluh Pertanian; 
2. melakukan pembinaan dan pengembangan 

kelompok tani, gabungan kelompok tani dan 
kelembagaan ekonomi di wilayah binaannya; 

3. pengawalan dan pendampingan kelompok ekonomi 
pertanian dalam penyusunan Rencana Definitif 
Kelompok tani (RDK) tahunan dan Rencana 
Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKKT) 
permusim tanam di wilayah binaannya; 

4. melakukan penilaian kelas kemampuan kelompok 

tani di masing-masing wilayah kerja Penyuluh 

Pertanian; dan 

5. mendorong penerapan sistem pertanian terpadu; 

e. melaksanakan proses pembelajaran bagi pelaku utama 

dan pelaku usaha, meliputi: 

1. Demplot dilakukan oleh pelaku utama secara 

individu di lahan pelaku utama didampingi oleh 

penyuluh pertanian; 

2. Demfarm dilakukan oleh kelompok tani di 

hamparan yang dikelola oleh kelompok tani; 

3. Demarea dilakukan oleh gabungan kelompok tani 

di hamparan yang dikelola oleh gabungan 

kelompok tani;y 
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4, Demunit dilakuknn olch kclrmbapnnn petnni yang 
Derbndnn hulum di Inhnn yang dikunnai oleh 
kelembagann petnni; 

5. sckolnh lapnng; 

6. knji terap; 

7. pameran; dnn 

8. penumbuhan regenerasi petnni; 
f. membuat laporan pelaksanaan kunjungan terhadap 

kelompok tani, kelompok wanita tani, gabungan 
kelompok tani kepada Kepala UPTD BPP; clan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
UPTD BPP. 

Paragraf 3 
Penyuluh Pertanian Urusan Programa 

Pasal 9 
Penyuluh Pertanian urusan programa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah Penyuluh 
Pertanian yang diberi tugas tarnbahan sebagai Penyuluh 
Pertanian urusan programa mempunyai tugas sebagai 

berikut : 
a. menyusun programa penyuluhan pertanian kecamatan 

bersama tim yang selaras dengan programa Penyuluhan 

Pertanian kabupaten; 

b. melaksanakan fungsi sistem informasi Penyuluh 
Pertanian; 

c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya melalui 

Kepala UPTD BPP; dan 

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas dan permasalahannya.p- 
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Paragraf 4 

Pcnyuluh Pcrtnnion Uruson Surnbcr Dnyo 

Pasal 10 

Penyuluh Pertanian urusan sumber daya scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (I) huruf d adalah Penyuluh 
Pertanian lapangan yang diberi tugas tambahan scbagai 
Penyuluh Pertanian urusan sumber daya mcmpunyai tugas 
sebagai berikut: 
a. melakukan identifikasi potensi wilayah, mcliputi 

sumber daya alam, sumber daya buatan, sumbcr daya 
manusia, sumber daya sosial dan ekonomi yang ada di 

kecamatan; 
b. membuat display data sumber daya alam, sumber daya 

buatan, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan 
ekonomi di kecamatan; 

c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada 
Kepala UPTD BPP; dan 

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

bidang tugas dan permasalahannya. 

Paragraf 5 

Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi 

Pasal 11 

Penyuluh Pertanian urusan supervisi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e adalah Fungsional 
Penyuluh Pertanian yang diberi tugas tambahan scbagai 

Penyuluh Pertanian urusan supervisi mempunyai tugas 

sebagai berikut: 

a. melaksanakan kegiatan supervisi penyuluhan di 

kecamatan kepada Penyuluh Pertanian di wilayah 
binaan; 

b. merekapitulasi pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 

sesuai jadwal kunjungan pada masing-masing wilayah 
kerja penyuluh pertanian;p 
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c. 

d. 
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menyampaiknn Inporan pclaksnnuun tupnsnya kepada 
Kcpaln UPTD BPP; dan 

melaksnnakan tugus lain yang diberikan utasan scsuni 

bidang tugas dnn permnsnlahnnnya. 

BAB V 

TATA HUBUNGAN KERJA 

Baginn Kesntu 
Umum 

Pasal 12 
(I) Kepala UPTD BPP bersama Fungsional Penyuluh 

Pertanian bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas 
dan fungsi BPP. 

(2) Hubungan kerja Kepala UPTD BPP dengan Fungsional 
Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas BPP 
didasarkan pada hubungan kolegial yang sinergis dan 
terpadu. 

(3) Kepala UPTD BPP bersama Fungsional Penyuluh 
Pertanian dalam melaksanakan tugasnya menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi, implikasi, dan 
sinkronisasi. 

Bagian Kedua 

Hubungan Kerja dengan Dinas, 

Bidang Penyuluhan dan Posluhdes 

Pasal 13 

(1) Hubungan kerja UPTD BPP dengan Dinas Pertanian 

berupa hubungan konsultatif fungsional pelaksanaan 

Penyuluhan Pertanian. 

(2) Hubungan kerja UPTD BPP dengan bidang Penyuluhan 

berupa hubungan kerja koordinatif fungsional dalam 

pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. 

(3) Hubungan kerja UPTD BPP dengan Posluhdes dan 

kelembagaan petani berupa hubungan yang bersifat/> 
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pembinnan, pendampingan, dan 
pelaksanaan Penyuluhnn Pertnnian. 

Baginn Kctiga 
Pembinaan dan Pengawasan 

pengawalan 

Pasal 14 
(1) Pembinaan dan pcngawasan Penyuluhan Pertanian di 

UPTD BPP dilakukan oleh Dinas, yang mcliputi aspck: 
a. kelembagaan,yaitu terkait dengan organisasi, 

tata kerja, dan hubungan kerja dengan lembaga lain; 
b. ketenagaan, yaitu terkait dengan kebutuhan tenaga, 

formasi ketenagaan, dan kompetcnsi tenaga 
fungsionaJ; 

c. penyelenggaraan, yaitu terkait pelaksanaan tugas 
dan fungsi hasil pelaksanaan Penyuluhan Pertanian; 
dan 

d. pembiayaan yaitu terkait dengan pengelolaan 
anggaran dan laporan akuntabilitas pcnggunaan 
anggaran. 

(2) Hasil pembinaan dan pengawasan UPTD BPP 

dilaporkan pada awal tahun paling kurang 1 (satu) 
tahun sekali oleh Kepala Dinas kepada kepala badan 

yang membidangi kepegawaian dan pengembangan 

sumber daya manusia pertanian dan ditembuskan 

kepada Dinas yang menangani Bidang Penyuluhan 

Pertanian di Provinsi Sulawesi Utara. 

Bagian Keempat 

Pelaporan 

Pasal 15 

(1) Setiap Fungsional Penyuluh Pertanian menyampaikan 
laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD 

BPP.p- 
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(') Kepala UP'TD BI menynmpniknn lapornn pelnksananm 

tuanya kepndn Kepnln Dinn mnelnlui kepln Bidany 

Penyuluhan, 

ainn Kelim 

Hal Mewnkili 

Pasnl 16 
Dalam hal Kepala UTD BHP Derhnlanpan, makn dapat 

menunjuk fungsional penyuluh lain untuk mewnkili, 

BAB VI 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 17 
(l) Kepala UPTD berasal dari Penyuluh Pertanian ASN yang 

dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
(2) Fungsional Penyuluh Pertanian berasal dari Penyuluh 

Pertanian ASN dan THL-TB Penyuluh Pertanian. 

BAB VIL 

PEMBIAYAAN 

Pasal 18 

Pembiayaan penyelenggaraan UPTD BPP bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang 

sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang­ 

undangan.p 
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VIII 

PENUTUP 

Pasnl 19 
Peraturan Bupati ini mulni bcrlaku pada tanggal 

diundangkan. 
gar setiap orang mengetahuinya, mcmcrintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pcncmpatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. 

Paraf Koordinasi 
F4pat 

Wal Bupati 
Se«tetans Daerah 

konomian dan 

um 
Kepala janisasi 
Kepala Di 
Ke 
Ke 

Dengan hormat 
untuk 
ditandat 

Ditetapkan di Airmadidi 
pada tanggal 3 f6\rwu 2023 

BUPATI MINAHASA UTARA, 

JOUNE JAMES ESAU GANDA 

Diundangkan di Airmadidi 
pada tanggal fr«ax 2023 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA, 

c 0»»umr= (;_ 
NOVLY GERET WOWILING 
SERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2023 NOMOR t, 
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LAM'THRAN 
'ERTURAN IUJPTI MIIAHA'A UTAA 
NOMO? L TAHUN 202 
TENTANG JEMIHEITUKAM UIT 
PELAK'ANA 'TEKNI! DAEAH ALAM 
P'ENYULUHAN PETAWIAI P'ADA DIIA' 
P'ERTANIAN 

AGAN STRUKTUR ORGANISASI UP'TD BPI 

KEPALA DINAS 
PERTANIAN 

BIDANG .....--..--. 
PENYULUHAN 

KEPALA UPTD 
BALAI PENYULUHAN 

PERTANlAN 

I I I I 
PENYULUH PENYULUH PENYULUH PENYULUH 
PERTANIAN PERT AN IAN PERTANIAN PERTANlAN 
LAPANGAN URUSAN URUSAN URUSAN 

PROGRAMA SUMBER DAYA SUPERVISI 

Paraf Koordinasi 
Eupat 

Wal Eupat 
Sekretans Daerah 

' f isl konomian dan 

K 
K 

Kepala Se 

BUPATI MINAHASA UTARA, 

JOUNE JAMES ESAU GANDA 
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